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PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 
     Partisipasi merupakan proses pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu  
menyelesaikan  sendiri masalah yang mereka hadapi, melalui kemitraan, transparasi, 
kesetaraan dan tanggung jawab. di Indonesia landasan hukum pelaksanaan partisipasi 
masyarakat adalah Undang-Undang no. 6 Tahun 2014 tentang eratupran pemerintah dalam 
negeri republik Indonesia  nomor 114 tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan desa, PP 
no.47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang 
desa, perubahan atas PP no 43 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa. Peraturan 
kemendesa no.1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan 
kewenangan lokal berskala desa yang berbunyi: desa adalah kesatuan masyarakat hukum 
yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 
usul hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan 
Republik Indonesia. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi 
kewenangan dibidang penyelengggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan 
desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa 
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan 
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan 
Negara Republik Indonesia.          
     Agar tercapainya perencanaan pembangunan yang tepat sasaran salah satunya sangat 
tergantung dari proses penataan ruang desa itu sendiri. Salah satu bagian dari proses tersebut 
dibentuk oleh pemenuhan dan berjalannya kewajiban dan hak warga sebagai pelaku 
pembangunan itu sendiri. 
     Hak warga dalam penataan ruang desa antara lain hak sebagai warga Negara yang 
mendapatkan ruang untuk hidup berkeluarga, mendapatkan dan mengembangkan ide, karya, 
ataupun bersosialisasi. Dalam proses perencanaan partisipatif hak masyarakat adalah 
mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam proses pemetaan kondisi 
masyarakat, potensi dan sumberdaya yang dimiliki, dan masyarakat itu sendiri secara 
bersama-sama dengan pihak lain untuk mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang 
dituju. Mewadahi hak masyarakat tersebut menjadi proses yang penting untuk menimbulkan 
rasa memiliki atas perencanaan dan program yang dihasilkan. Untuk itu semua pihak 
berkewajiban mentaati dan melaksanakan rencana pembangunan ini dengan sungguh-
sungguh. 
     Penyertaan masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah suatu upaya mewujudkan 
tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif 
mulai dari identifikasi masalah, prioritasi, perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi setiap 
tahap pembangunan yang diprogramkan. Terlebih apabila desa akan melakukan pendekatan 
pembangunan dengan semangat lokalisasi. 
     Masyarakat lokal dengan pengetahuan dan pengalamannya menjadi modal yang sangat 
besar dalam melaksanakan pembangunan, karena masyarakat lokal yang mengetahui apa 
permasalahan yang dihadapi serta potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Masyarakat 
memiliki kedaulatan yang cukup luas untuk menentukan orientasi dan arah kebijakan 
pembangunan yang dikehendaki, Nilai-nilai kedaulatan selayaknya dibangun sebagai 
kebutuhan kolektif masyarakat dan bebas dari kepentingan individu atau golongan. Perlunya 
keterlibatan masyarakat ini dianggap sangat penting, karena pelaksanaan pembangunan yang 
mengutamakan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan, berarti 
memberikan peluang seluas-luasnta kepada masyarakat untuk mengarahkan sumber daya, 
potensi, merencanakan serta membuat keputusan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan 
pembanguan yang akan mensejahterakan mereka sehingga mereka berdaya. 
     Proses perencanaan pembangunan partisipatif adalah proses perencanaan pembangunan 
yang mendasari pada ketentuan masyarakat setempat serta didukung peran serta aktif 
masyarakat dari awal pengidentifikasian masalah sehingga tersusunnya dokumen 
perencanaan pembangunan. Suatu perencanaan akan tepat sasaran, tepat waktu, berdaya guna 
dan berhasil guna apabila perencanaan tersebut benar-benar memenuhi kebutuhan 
masyarakat, serta adanya peran aktif masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan. 
Proses perencanaan pembangunan menekankan pada rencana kerja atau working plan sebagai 
proses dari: (1) input yang berupa keuangan, tenaga kerja, fasilitas, dan lain-lain; (2) 
Kegiatan (proses); (3) Out put outcomes. Proses perencanaan dimulai dengan informasi 
tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan nasional atau dapat dikatakan 
sesuai dengan kebutuhan, dinamika reformasi dan pemerintah yang lebih demokratis dan 
terbuka, sehingga masyarakatlah yang paling tahu apa yang dibutuhkannya. Partisipasi 
masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sangat penting karena dapat 
menumbuhkan sikap memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap perencanaan 
pembangunan. 
     Partisipasi masyarakat merupakan hal penting dalam perencanaan pembangunan, hal 
tersebut sejalan dengan pendapat Conyers (1994) yang lebih lanjut mengemukakan 3 alasan 
utama mengapa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan mempunyai sifat 
sangat penting: 
1. Masyarakat merupakan suatu alat untuk memperoleh informasi mengenai kondisi, 
kebutuhan dan sikap masyarakat setempat. 
2. Masyarakat akan lebih mempercayai program kegiatan pembangunan apabila mereka 
dilibatkan dalam persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui 
seluk beluk program kegiatan tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap 
program kegiatan tersebut. 
3. Mendorong partisipasi umum karena akan timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak 
demokrasi apabila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan. 
     Partisipasi masyarakat merupakan  model pendekatan bottom up,  yang tak lain adanya 
pemberdayaan masyarakat dimana dalam hal ini peran pemerintah hanya sebatas 
memberikan fasilitas saja tanpa ikut campur kaitan dengan perencanaan pembangunan yang 
akan dilaksanakan. Hal ini akan memberikan semangat baru terkait dengan pengembangan 
masyarakat yang menggunakan pendekatan partisipatif, mengingat beberapa manfaat dalam 
program berupa: efisien, efektif, menjalin kemitraan, memberdayakan kapasitas, memperluas 
ruang lingkup, meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, keberlanjutan, pemberdayaan 
kelompok marjinal dan meningkatkan akuntabilitas. Meskipun disadari dengan pendekatan 
ini, membutuhkan biaya yang besar dan lambatnya proses pengambilan keputusan.      
     Sementara masalah partisipasi masyarakat dalam suatu proses pembangunan belum 
maksimal. Untuk itu peran serta maupun partisipasi masyarakat dalam membangun 
daerahnya sangat diperlukan. Keberhasilan pembangunan nasional ditentukan oleh tingkat 
partisipasi masyarakat, baik dalam menyumbang input maupun dalam hasilnya, dan perlu 
diingat bahwa sekitar 80% masyarakat Indonesia hidup di pedesaan yang jauh dari pusat 
administrasi pembangunan. Karena itu tidaklah mengherankan bahwa masa lampau, bahkan 
sampai sekarang, masih banyak rakyat yang belum tersentuh oleh kesempatan berpartisipasi 
dalam pembangunan, termasuk menikmati hasil pembangunan, margono Slamet (2003). 
     Untuk mengembangkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan,  
masyarakat baik formal maupun non formal sangat penting terutama dalam mempengaruhi 
dan menggerakkan keterlibatan seluruh warga masyarakat di lingkungannya guna 
mendukung keberhasilan program pemerintah dalam pembangunan. Pengaruh para tokoh 
masyarakat di Desa masih sangat kuat dan kental bahkan masih seringkali menjadi panutan 
dalam segala hal kegiatan sehari-hari warga masyarakat dalam melaksanakan kegiatannya. 
     Usaha untuk mengubah kebiasaan merupakan pekerjaan yang susah, hal tersebut telah 
dirasakan pengurus RT akan memulai melibatkan masyarakat yang terbiasa dengan hanya 
menunggu perintah, namun kurang disertai sikap kritis yang kurang tahu kearah mana 
aspirasi mereka akan dibawa dan hal ini berlangsung dari dahulu sampai sekarang, bahwa 
banyak sekali program dalam rangka mencapai tujuan membangun manusia, namun karena 
kebutuhan manusia begitu banyak aspeknya, sering kali menjadi tumpang tindih dan belum 
bisa berhasil secara maksimal bahkan terkadang kurang tepat sasaran karena keterbatasan 
waktu yang sudah ditentukan, maka dibutuhkan waktu yang panjang untuk melakukan proses 
yang terus menerus, dan tentu saja dalam kegiatan ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit. 
Untuk itu dalam mengoptimalkan perencanaan pembangunan fungsi pengurus RT, PKK, 
Dasa wisma, kelompok pengajian sebagai petugas pembangunan dalam perencanaan 
pembangunan sangat diharapkan. 
     Masih kuatnya dominasi tokoh masyarakat di tingkat Desa dalam melakukan perencanaan 
pembangunan membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kurang maksimal. Hal 
ini dapat menyebabkan perencanaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
     Proses perencanaan  pembangunan masyarakat ditingkat Desa, dalam proses pengambilan 
keputusan yang sangat mempengaruhi tingkat perekonomian dan kehidupan masyarakat desa 
akan tetapi hanya perwakilan tokoh masyarakat saja yang dilibatkan yang terkadang tidak 
mengakomodir aspirasi masyarakat bawah. 
     Hal inilah yang mendorong penulis memilih lokasi Desa Sitimulyo sebagai studi kasus 
untuk melihat seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan 
Desa. 
 
B. Rumusan Masalah 
 
     Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas, ada beberapa permasalah 
pokok yang dapat dirumuskan dan akan dikaji dalam penelitian adalah sebagai berikut: 
1.Bagaimana proses perencanaan pembangunan di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, 
Kabupaten Bantul? 
2.Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat pada proses perencanaan pembangunan di Desa 
Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul? 
3.Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam perencanaan 
pembangunan  di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul? 
C. Tujuan Penelitian 
 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan 
pembangunan di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. 
2. Mengetahui dan mendiskripsikan tingkat partisipasi masyarakat pada perencanaan 
pembangunan di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul? 
3. Mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan pembangunan di Desa Sitimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten 
Bantul. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
     Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
a. Bisa memberikan sumbangan pemikiran secara ilmiah bagi pengembangan ilmu  
pengetahuan dibidang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. 
b. Bahan referensi pustaka dan sebagai salah satu sumber bagi peneliti-peneliti 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan selanjutnya. 
c. Dapat menumbuhkan inspirasi baru dan mengembangkan ide-ide pemikiran 
sehubungan dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan  
2.  Manfaat Praktis  
a. memberikan rujukan merumuskan desain atau model perencanaan pembangunan di 
desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul 
b. Memberikan masukan dalam mengembangkan proses perencanaan pembangunan 
desa yang partisipatif 
c. Memberikan masukan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
perencanaan pembangunan.  
d. Bisa mengungkapkan beragam faktor Pendorong dan penghambat mengenai 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, dan keterlibatan 
masyarakat dalam berbagai hal dalam pembangunan, guna dapat meningkatkan 
motivasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
